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PROPOSAL
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN PUBLIK
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan merupakan segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang- undangan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik
merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
penyelenggara pelayanan publik. Secara umum pelayanan merupakan melayani
atau suatu kegiatan yang hasilnya ditujukan untuk keinginan orang lain, baik itu

individu maupun kelompok dan juga masyarakat.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mencanangkan asas-asas
pelayanan publik yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
yakni sebagai berikut:

a) Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan
kepentingan pribadi dan/atau golongan.

b) Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanan.

c) Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.

d) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima

pelayanan.

e) Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang

sesuai dengan bidang tugas.
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f) Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyarakat.

g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak
memperoleh pelayanan yang adil. h) keterbukaan, yaitu Setiap penerima
pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi
mengenai pelayanan yang diinginkan.

Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan.

k) Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat
waktu sesuai dengan standar pelayanan.

I) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan

dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang
belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat, hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi
terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah
pembangunan yang kompleks. Di sisi lain, tatanan baru masyarakat Indonesia
dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di
berbagai bidang ilmu, diantaranya teknologi dan informasi. Kondisi dan perubahan
cepat yang diikuti pergeseran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah
kegiatan yang berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan. Hal ini
untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; sehingga
diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan
perilaku yang mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam
UUD Negara RI.

Pergeseran paradigma dalam pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari
perubahan zaman yang berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang buruk adalah ketika lembaga
pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan
kepada masyarakat tidak memenuhi standar yang diharapkan atau tidak memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan buruk di akibatkan karena
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lambannya proses pelayanan, kurangnya transparasi dan akuntabilitas, kualitas

pelayanan yang rendah, dan ketidakadilan dalam

kurangnya aksesibilitas,
pelayanan. Pelayanan publik yang buruk dapat berdampak negatif terhadap
kehidupan masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah, dan
mempersulit upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk terus meningkatkan kualitas
petugas yang menangani bidang pelayanan guna memenuhi kebutuhan dan

harapan Masyarakat.

Mengingat Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sesuai Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 pasal 10, yaitu : (1) pelaksana kebijakan publik, (2) Pelayan
publik, (3) perekat dan pemersatu bangsa. Maka guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik menuju pelayanan yang berkualitas (service excellent) diperlukan
pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang bertugas di bidang pelayanan. Hal
ini bertujuan agar pertugas yang menangani bidang pelayanan memiliki
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan terkait pelayanan prima, sehingga

pelayanan di lingkungan pemerintah atau intansi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Kudus

melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan menyelanggarakan Pelatihan Teknis

Pelayanan Publik.

B. INDIKATOR KINERJA :

INDIKATOR
MASUKAN

TOLOK UKUR KINERJA

Jumlah Dana Yang tersedia;

TARGET KINERJA

APBD Kabupaten
Tahun Anggaran

Dana
Kudus
2025

40 orang peserta

KELUARAN Terdidiknya Pengelola Pelayanan
Publik yang professional pada

Perangkat Daerah

Tersedianya Pengelola Pelayanan
Publik yang handal pada Perangkat
Daerah

Terlaksananya peningkatan
kompetensi Pengelola
Pelayanan Publik

MANFAAT

Meningkatnya profesionalisme
Pengelola Pelayanan Publik dan
mempunyai hasil yang signifikan.

Pelaksanaan

Lancarnya
Tugas Pokok Fungsi
(Tupoksi) yang diemban

DAMPAK

Meningkatnya kemampuan
Pengelola Pelayanan Publik pada
Perangkat Daerah

Tercapai  Profesionalisme
Kinerja Pengelola
Pelayanan Publik Perangkat
Daerah.
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C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

. Undang- Undang No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran

Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tahun 2025;

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2025;
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Il. TUJUAN DAN SASARAN
A. TUJUAN

Pelatihan  dilaksanakan  untuk  membekali, meningkatkan  dan

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu bagi Individu/ASN

yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah sehingga dalam menjalankan

tugas dan tanggungjawabnya dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan

tuntutan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi.
Adapun tujuan penyelenggaraan pelatihan ini antara lain :

Pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh pengembangan

kompetensi;

Meningkatkan kompetensi ASN yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku seorang pegawai ASN yang dapat diamati, diukur dan

dikembangakan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;

Pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN yang sesuai dengan standar

kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

B. SASARAN
Adapun sasaran dari pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelayanan Publik ini
adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang Pelayanan
Publik sehingga dapat tercipta tata pemerintahan yang baik pada Pemerintah

Kabupaten Kudus.

. PROGRAM PELAKSANAAN
A. PENYELENGGARA

Penyelenggara Pelatihan Teknis Pelayanan Publik adalah Pemerintah Kabupaten
Kudus dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia bekerja sama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

. TARGET PESERTA

Target peserta Pelatihan Teknis Pelayanan Publik berjumlah 40 (empat puluh)
orang, yang terdiri dari Pejabat/Pegawai Pengelola Pelayanan pada Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
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